
(Lembaran Negara 
2003 Nomor 78, 
Republik Indonesia 

Nasional 
Tahun 
Negara 

Sistem Pendidikan 
Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran 
Nomor 4301); 

a. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri 
Nomor 061/ 10393/0TDA Hal Kelembagaan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan 
disebutkan dalam hal Kepala Daerah dengan 
pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang 
bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi 
pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya, maka 
Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator 
Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan; 

b. bahwa dengan pembubaran Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kecamatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah 
Raga Kabupaten Temanggung, serta untuk 
kelancaran pelayanan di bidang pendidikan, 
kepemudaan dan olah raga, maka perlu dibentuk 
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 
pada setiap kecamatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan h ruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan 
Koordinator Wilayah Kecamatan Dina Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 56 TAHUN 2018 

TENTANG· 

PEMBENTUKAN KOORDINATOR Wll.,AYAH KECAMATAN DINAS 
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG 

BUPATI TEMANGGUNG, 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Ka bu paten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2016 Nomor 68 ); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 45 ); 

10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 652); 

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2016 Nomor 60); 
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Koorwilcam Dindikpora, terdiri dari : 
a. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Temanggung; 
b Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Kranggan; 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Temanggung. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga. 

6. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Koorwilcam 
Dindikpora adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai emerintah dengan 
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang 
Undangan. 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat 
mandiri. 

RAGA OLAH PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
KABUPATEN TEMANGGUNG .. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DINAS 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 
ten tang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 40 ); 
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Koorwilcam Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada 
satuan pendidikan di wilayah kerjanya. 

BAB -IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 

Susunan Unit Kerja Koorwilcam Dindikpora terdiri at s: 
a. Koordinator; 
b. Pelaksana; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal4 

(1) Koorwilcam Dindikpora adalah unit kerja nonstruktural pada Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang berada di wilayah kerja 
Kecamatan yang bersangkutan. 

(2) Koorwilcam Dindikpora dipimpin oleh seorang Koordinator, yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang. 

Pasal 3 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

c. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Pringsurat; 
d. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Kaloran; 
e. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Kandangan; 
f. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Kedu; 
g. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Bulu; 
h. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Tembarak; 
1. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Selopampang; 
J. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Tlogomulyo; 
k. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Parakan; 
1. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Kledung; ·· 
m. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Bansari; 
n. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Ngadirejo; 
o. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Jumo; 
p. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Gemawang; 
q. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Candiroto; 
r. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Bejen; 
s. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Wonoboyo; dan 
t. Koorwilcam Dindikpora Kecamatan Tretep. 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR S1 

SUYONO 
- ~- 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 

Pjs. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 
ASISTEN PEMERINTAHAN, 

M. AL KHADZIQ 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 5 , , , 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 


